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Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan UU No. 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah terhadap Praktik Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) 
di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo” bertujuan untuk menjawab permasalahan: 
bagaimana praktik Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) di Bank Syariah Bukopin 
KC Sidoarjo dan bagaimana analisis hukum Islam dan UU No. 21 Tahun 2008 
terhadap praktik Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya 
menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak-pihak 
terkait dalam kasus ini yaitu account officer, legal officer, auditor dan nasabah 
yang agunannya telah diambil alih. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dengan 
cara editing dan analizing kemudian dianalisis dengan teknik analisis komparatif.  
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: pelaksanaan Agunan Yang Diambil 
Alih (AYDA) di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo dilakukan dengan praktik 
penyertaan jaminan dalam pembiayaan. Dari pembiayaan yang bermasalah akan 
diselamatkan dengan cara agunan milik nasabah (debitur) yang mengalami 
pembiayaan macet dialihkan menjadi aset bank. Setelah itu, dilakukan penjualan 
agunan melalui lelang atau penjualan secara nota riil. Dari proses penjualan agunan 
tersebut didapatkan biaya untuk menutup kekurangan dalam pembiayaan yang 
macet. Pelaksanaan AYDA di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo belum sesuai 
dengan hukum Islam karena dalam praktiknya akad yang digunakan pada awal 
kontrak adalah pembiayaan yang disertai jaminan, akan tetapi di akhir kontrak 
ketika pembiayaan mengalami macet akad berubah menjadi utang piutang yang 
disertai dengan jaminan. Adapun terkait praktik AYDA tidak diatur secara rinci 
di dalam UU No. 21 Tahun 2008, namun terkait jaminan yang telah dilakukan oleh 
Bank Syariah KC Sidoarjo sesuai dengan Pasal 40 pada UU tersebut. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak Bank Syariah Bukopin KC 
Sidoarjo disarankan memberikan penjelasan terkait proses AYDA kepada nasabah 
sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam praktik AYDA tersebut. Selain itu 
pihak bank juga perlu melakukan observasi menyeluruh terhadap obyek jaminan 
atau agunan yang akan diambil alih supaya tidak terjadi kerugian. Perlu adanya 
juga peraturan dari pemerintah terkait teknis pelaksanaan AYDA demi keamanan 
perbankan terutama nasabah dan juga pengawasan pihak terkait sehingga tidak ada 
pihak yang dirugikan baik ketika proses pengalihan agunan maupun penjualan 
agunan. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sudah menjadi pengetahuan bersama, perkembangan industri keuangan 
syariah di Indonesia dari waktu ke waktu menunjukkan pertumbuhan yang 
cukup pesat.1 Praktik perbankan syariah selain menggunakan hukum Islam 
sebagai sumber dalam seluruh aktivitas, bank syariah juga menggunakan 
hukum positif (hukum publik dan hukum privat) lain yang berlaku di 
Indonesia. Karena itu, ketaatan terhadap hukum Islam saja tidak cukup 
menjamin beroperasinya bank syariah dengan baik. Terdapat hukum positif 
yang berlaku yang harus ditaati, misalnya hukum perikatan, hukum pidana, 
hukum perdata, dan sebagainya. 
Seperti bank konvensional, salah satu aktivitas bank syariah yang 
dominan adalah penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Dalam 
pembiayaan diperlukan pengelolaan dalam pemberlakuannya, karena 
pembiayaan merupakan hal yang sangat rentan dengan permasalahan. 
Pengelolaan pembiayaan bertujuan memaksimalkan keuntungan dari 
pembiayaan yang disalurkan dengan memperhitungkan tingkat risiko yang 
dihadapi bank.2 
                                                          
1Solikin, et al., Kebijakan Moneter Syariah Dalam Sistem Keuangan Ganda (Jakarta Selatan: 
Tazkia Publishing, 2018), 13. 
2Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta Pusat: PT Grameda 
Pustaka Utama, 2015), 4. 



































Selain mengelola dana untuk menghindari kerugian bagi pihak bank, 
pengelolaan tersebut juga difungsikan untuk menghindari kerugian bagi 
nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dan di dalam perbankan syariah, 
pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan kepada  
prinsip syariah, maka aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum 
Islam.3 
Dalam pemberian kredit, pengenaan tambahan pengembalian berupa 
bunga pada pokok pinjaman bisa terjadi pada kredit bank konvensional. 
Namun pada bank syariah, tambahan pengembalian berupa bunga pinjaman 
tidak terjadi. Inilah yang menjadi pembeda utama bank syariah dan bank 
konvensional. Bank syariah tidak menjadikan bunga sebagai instrumen 
operasional bisnis. Pengenaan bunga pada pinjaman sama artinya dengan riba, 
hal itu tidak diperkenankan secara syariah Islam.4 Islam mengajarkan untuk 
berlaku adil sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa’(4): 135, sebagai 
berikut: 
ْسِقْلاِب َنْيِماَّوَق اْوُنْوُك اْوُنَماَء َنْيِذَّلا اَهُُّيَأََۤيِوََأَ ْمُْكُ سُفُْنَأَ آَلََٰعَ ْوَلَوَ ِهِ َلَِٰل َءآَدََهُشُ ِطِِبَرْقَأْلاَوَ ِنْيَدَِلاَوْلاَنْي   ۚ   
 ْنِإ اًّيِنَغ ْنُكَُي اَمِهِب ىَلْوََأَ ُهَِّلَٰلاَف اًرْيِقَفْوََأَ   ۚ  َلَفاْوُلِدَْعَت ْنأَ اََۤوَهْلا اوُعِبَّتَت    ۚ َت ْنِإَوَ َّنِإَف اْوُضِرْعُتْوََأَ اَُۤوْلَٰ
َهَِّلَٰلا  اَمِب َناَك اًرْيِبَخ َنْوُملَْٰعَت   
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 
drimu sendiri atau bapak dan kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, 
maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 
mengkuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jka 
kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 
                                                          
3Ismail, Perbankan Syari’ah (Jakarta: Kencana, 2014), 105. 
4Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kredit Secara Sehat (Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2014), 248. 



































sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu 
kerjakan.”5 
 
Hal demikian diperkuat dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah(5) 
ayat 8 yang menegaskan diantara karakteristik orang yang bertakwa adalah 
mereka yang menegakkan keadilan dalam segala hal.6 
 ِهِ لَِٰل َنْيِماَّوَق اْوُنْوُك اْوُنَماَء َنْيِذَّلا اَهُّيَأََۤيُشَُءاََۤدََه  ِطِْسِقْلاِب   ۚ َئَنَشُ ْمُْكَُّنَمِرْجَي َلاَوَاْوُلِدَْعَت َّلاَا ىََۤلََٰعَ ٍمْوَق ُنا 
  ۚ اْوُلِدَْعَا ى وْقَّتلَِٰل ُبَرْقأَ َوُه    ۚ َهَِّلَٰلا اْوُقَّتاَوَ   ۚ  َّنِإ  َنْوُمَلَْٰعَت اَمِب ٌرْيِبَخ َهَِّلَٰلا 
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, 
dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil 
itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”7 
 
Dalam pengelolaan pembiayaan terdapat beberapa analisis pembiayaan 
yang salah satunya adalah analisis agunan. Analisis agunan merupakan bentuk 
evaluasi terhadap aspek collateral. Analisis dilakukan terhadap agunan 
pembiayaan dan sumber keuangan lain yang dapat digunakan sebagai 
alternatif sumber pengembalian pembiayaan. Analisis dilakukan untuk 
mengetahui kecukupan nilai agunan pemberian pembiayaan.8  
Konsep dari Ali bin Abi Thalib r.a. menyatakan bahwa keuntungan 
harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus 
proporsional dengan modal mereka. Namun, seorang mitra dapat meminta 
                                                          
5Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2007), 101. 
6Suqiyah Musyafa’ah, Tafsir Ayat Hukum Ekonomi Bisnis Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel 
Press, 2014), 36. 
7Departeman Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya…, 109. 
8Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kredit Secara Sehat…, 118. 



































mitra lain menyediakan agunan dan baru dapat dicairkan jika mitra tersebut 
melakukan kelalaian atau kesalahan secara sengaja.9 
Jaminan dan agunan pada dasarnya merupakan dua istilah yang dapat 
saling ditukarkan. Jaminan secara sederhana dimaknai sebagai tanggungan 
atas pinjaman yang diterima.10 Jaminan dapat didefinisikan sebagai suatu 
perjanjian antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan 
sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan 
yang berlaku, apabila dalam waktu yang telah ditentukan terjadi kemacetan 
pembayaran utang debitur.11  
Indonesia telah memberlakukan UU No. 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah dalam Pasal 40 yang mengatur jaminan atau agunan. 
Undang-undang tersebut memiliki makna yang sama dengan Peraturan Bank 
Indonesia (PBI) No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum 
yang Melakukan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dalam Pasal 28-31 yang 
mengatur tentang Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). 
Tantangan bank syariah saat ini adalah bagaimana memadukan dua 
sistem hukum, antara hukum syariah dengan hukum positif, agar produk dan 
proses bisnis bank syariah dapat sesuai dengan hukum syariah, namun juga 
dapat menjamin kepentingan bank ketika terjadi perselisihan hukum di 
peradilan. 
                                                          
9Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 257. 
10A. Wangsawidjaja Z., Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 285. 
11Gatot Supramnono, Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis (Jakarta: 
Renika Cipta, 2009), 196. 



































Sudah saatnya kita membedakan tataran berpikir fiqih dengan tataran 
berpikir hukum positif. Dengan kata lain ketika berbicara bank syariah, 
terdapat two of playing fields, yaitu sharia level dan legal level. Hal ini bukan 
sebagai wujud sekularisasi hukum, sebaliknya sebagai upaya mewarnai hukum 
positif dengan nilai-nilai syariah.12 
Perbankan syariah juga memberlakukan AYDA yang merupakan salah 
satu jalan penyelesaian pembiayaan bermasalah (macet). Berlaku juga 
demikian di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo. Konsep AYDA yang telah 
diatur oleh Bank Indonesia sesungguhnya sudah jelas, ditambah dengan 
ketentuan yang diberlakukan untuk bank syariah. Akan tetapi pemberlakuan 
di bank syariah untuk dewasa ini belum dilirik secara detail dalam praktiknya. 
Tahapan AYDA ada diantaranya yaitu rescheduling (penjadwalan 
kembali), reconditioning (persyaratan kembali), restructuring (penataan 
kembali).13 Fenomena yang terjadi di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo, 
terdapat pembiayaan dengan akad mura>bah}ah, musha>rakah, atau mud}arabah 
yang mengalami macet dalam hal pembayaran cicilan, maka bank melakukan 
praktik Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dikarenakan tidak ada itikad baik 
dari debitur. 
Agunan dapat berupa produk properti (rumah, tanah, ruko, gudang, 
gedung, dan lain sebagainya), mobil dan kendaraan lainnya, logam mulia, 
                                                          
12Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT Grafindo Persada, 
2006), 362. 
13Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2014), 236. 



































kapal dan pesawat, mesin pabrik, hasil kebun dan ternak. Akan tetapi yang 
sering menjadi objek AYDA adalah produk properti yang ditunjukkan dengan 
sertifikat. Pada dasarnya semua kebendaan bergerak yang berwujud dapat 
dijadikan sebagai jaminan pinjaman atau kredit gadai pada lembaga 
pegadaian. Kredit gadai adalah pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka 
waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan 
tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan Pegadaian.14 
Ketika pembayaran cicilan telah mengalami macet, maka selanjutnya 
bank dapat mengambil alih agunan dengan atau tidak dengan persetujuan 
nasabah sesuai dengan aturan yang berlaku. Bank mengambil alih dengan 
boleh melakukan penjualan agunan secara langsung ataupun dengan lelang. 
Dalam proses lelang, bank mengumumkan agunan supaya cepat terjual 
bisa melewati koran (surat kabar). Akan tetapi tidak semua kasus AYDA yang 
ada di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo ketika agunan telah diambil alih 
melalui proses pelelangan. Setelah agunan dalam keadaan terjual, bank 
melakukan penghitungan dari hasil penjualan tersebut dikurangi dengan 
biaya-biaya yang belum dipenuhi oleh nasabah. Selain itu, di Bank Syariah 
Bukopin KC Sidoarjo juga menyatakan AYDA ini harus segera laku sehingga 
bank tidak mengalami banyak kerugian, mengingat proses agunan sampai 
pada AYDA melewati waktu yang cukup lama.  
Di dalam peraturan yang berlaku, jika terdapat sisa dari penjualan yang 
telah dikurangi biaya-biaya terkait pembiayaan maka harus dibagi secara 
                                                          
14Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 110. 



































proporsional antara pihak bank dengan nasabah, akan tetapi dalam praktiknya 
bank menyatakan tidak ingin mengalami banyak kerugian. Hal inilah yang 
seharusnya tidak dilakukan oleh bank syariah. 
Dari permasalahan diatas penulis akan mengangkat dengan pandangan 
hukum Islam tentang pembiayaan mura>bah}ah dan musha>rakah yang disertai 
dengan jaminan. Hukum Islam yang diambil sesuai dengan aturan yang 
berlaku serta padangan ulama menggunakan teori rahn dan Fatwa DSN MUI 
No. 92/DSN-MUI/IV Tentang Pembiayaang Yang Disertai Rahn. Yang 
menjadi hal utama dalam pembahasan adalah pembiayaan yang disertai 
dengan jaminan serta keseimbangan antara pihak nasabah dengan bank dalam 
penjualan agunan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan 
penelitian dengan mengangkat judul: “Analisis Hukum Islam dan UU No. 21 
Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Terhadap Praktik AYDA (Agunan 
Yang Diambil Alih) di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo”. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Identifikasi masalah dilakukan guna menjelaskan kemungkinan cakupan 
masalah yang muncul dalam penelitian, maka masalah yang dapat 
diidentifikasi adalah sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan praktik pembiayaan untuk usaha dengan akad mura>bah}ah 
dan musha>rakah. 
2. Praktik pembiayaan disertai jaminan yang menimbulkan pembiayaan 
bermasalah. 



































3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah beserta tahapannya.  
4. Praktik lelang untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. \ 
5. Praktik Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) di Bank Syariah Bukopin 
KC Sidoarjo. 
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik Agunan Yang 
Diambil Alih (AYDA) di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo. 
7. Konsekuensi logis dari adanya praktik Agunan Yang Diambil Alih 
(AYDA) di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo. 
8. Analisis Hukum Islam terhadap praktik Agunan Yang Diambil Alih 
(AYDA). 
9. Analisis UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan 
Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas 
Aktiva Bank Umum Yang Melakukan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah 
terhadap praktik Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). 
Dengan adanya masalah tersebut maka untuk memperjelas pembahasan 
penelitian ini, penulis membatasi masalah-masalah supaya terhindar dari 
penyimpangan pembahasan dengan batasan berikut ini: 
1. Praktik Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) di Bank Syariah Bukopin 
KC Sidoarjo. 
2. Analisis hukum Islam dan UU No. 21 Tahun 2008 terhadap praktik 
Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) di Bank Syariah Bukopin KC 
Sidoarjo. 
 



































C. Rumusan Masalah 
Berkaitan dengan batasan masalah yang telah dibuat maka penulis dapat 
merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) di Bank Syariah 
Bukopin KC Sidoarjo? 
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan UU No. 21 Tahun 2008 terhadap 
praktik Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) di Bank Syariah Bukopin 
KC Sidoarjo? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka ini memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran 
tentang hubungan masalah yang diteliti dengan penelitian terdahulu supaya 
tidak ada pengulangan maupun duplikasi. Penulis menemukan beberapa 
penelitian terkait praktik Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), diantaranya: 
Pertama, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap 
Eksekusi Barang Jaminan atas Pembiayaan Bermasalah pada BMT Mandiri 
Raya Bumiayu”, ditulis oleh Anggun Apriliandari (12380025) pada tahun 
2016. Dari hasil penelitian tersebut membahas tentang praktik atau 
mekanisme penyelesaian eksekusi atas pembiayaan bermasalah, serta tinjauan 
hukum Islam terhadap penanganan eksekusi di BMT Mandiri Raya Bumiayu. 
Agunan yang dijaminkan oleh nasabah ini bertujuan untuk mencegah resiko-
resiko yang akan terjadi apabila nasabah melakukan perbuatan wanprestasi 
atau ingkar janji terhadap kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah 



































disepakati bersama di awal. Apabila nasabah melakukan perbuatan 
wanprestasi, maka pihak BMT akan melakukan eksekusi terhadap agunan 
yang dijaminkan oleh nasabah tersebut. Maka dalam hal ini, penulis ingin 
meneliti tentang praktek mekanisme penyelesaian eksekusi atas pembiayaan 
bermasalah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanganan 
eksekusi di BMT Mandiri Raya Bumiayu.15 Penelitian tersebut menyebutkan 
bahwa telah sesuai dengan hukum Islam dengan proses eksekusi barang 
jaminan melewati proses non-litigasi karena eksekusi barang jaminan di BMT 
tersebut menggunakan eksekusi dibawah tangan. Persamaan skripsi ini adalah 
membahas tentang jaminan yang berawal dari pembiayaan bermasalah, akan 
tetapi memiliki perbedaan yaitu skripsi ini hanya membahas seputar eksekusi 
jaminan yang artinya jaminan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kasus 
AYDA. 
Kedua, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek 
Jaminan dalam Akad Ija>rah (Studi Kasus Pembiayaan Multijasa di BMT Al-
Hikmah Ungaran)”, ditulis oleh Nur Aifa (132311030) pada tahun 2017. Hasil 
penelitian membahas tentang praktik jaminan yang yang menggunakan akad 
ija>rah dengan BMT sebagai pemberi jasa bukan pemberi sewa yang telah 
sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam akad ijara>h tersebut 
jaminan hanya bersifat sebagai tambahan bukan hal yang utama, supaya 
anggota bertanggung jawab dan tidak melanggar perjanjian yang telah 
                                                          
15Apriliandari Anggun, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksekusi Barang Jaminan atas 
Pembiayaan Bermasalah di BMT Mandiri Raya Bumiayu” (Skripsi--UIN Suanan Kalijaga, 
Yogyakarta, 2016), vii. 



































disepakati. Dalam perjanjian memuat beberapa pasal dan ketentuan yang telah 
sesuai dengan ketentuan syariah. Jika angsuran telah lunas maka barang 
jaminan dikembalikan kepada anggota pembiayaan atau dapat diwakilkan 
kepada anggota keluarga dengan bukti surat kuasa. Pada akad ijārah di BMT 
Al-Hikmah Ungaran memberikan jasa yang bisa diambil manfaatnya. Dari 
pihak BMT Al-Hikmah menyediakan berupa dana dan diserahkan kepada 
anggota untuk melakukaan pembiayaan yang dibutuhkan. Jadi pihak BMT Al-
Hikmah Ungaran merupakan sebagai pemberi jasa, bukanlah menyewakan 
suatu barang yang bisa diambil manfaatnya. Seperti pembiaayan pembayaran 
Rumah Sakit, pembayaran pendidikan, pembuatan SIM dan STNK, dan lain 
sebagainya.16 Persamaan skripsi ini adalah pembahasan tentang adanya 
jaminan dalam pengajuan pembiayaan sebagai bentuk kepercayaan bank 
kepada nasabah. Skripsi ini memiliki perbedaan dalam pembahasan akad yang 
digunakan yaitu menggunakan akad ija>rah. 
Ketiga, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan 
dan Pelelangan dalam Pembiayaan Musha>rakah: Studi Kasus di BMT An-Nur 
Rewwin Kec Waru Kab. Sidoarjo”, ditulis oleh Shofie Alfiani Zulfa 
(C02213073) tahun 2017. Jaminan dalam pembiayaan musha>rakah yang ada 
di BMT An-Nur Rewwin Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah pengikat 
antara pihak BMT dan nasabah. Kepercayaan yang terdapat pada kedua belah 
pihak tetap ada, namun dijaga dengan adanya jaminan disebabkan pihak BMT 
                                                          
16Nur Aifa, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jaminan dalam Akad Ija>rah (Studi Kasus 
Pembiayaan Multijasa di BMT Al-Hikmah Ungaran)” (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2017), 
119. 



































An-Nur Rewwin melakukan pembiayaan dengan banyak orang yang tidak 
mereka kenal. Kemudian pelelangan jaminan dalam akad musha>rakah di BMT 
An-Nur Rewwin hanya dilakukan apabila nasabah tidak mampu membayar 
maka dari pihak BMT An-Nur Rewwin memberikan peringatan dan 
memberikan pilihan kepada nasabah untuk dijual barang jaminannya atau 
melunasi sisa pembayarannya.17 Akan tetapi seharusnya pihak bank lebih 
meningkatkan dalam hal pengawasan terkait usaha yang dikelola supaya tidak 
ada pihak yang dirugikan ketika terjadi kemacetan dalam pembayaran 
angsuran. Skripsi ini memiliki persamaan dalam hal penyelesaian pembiayaan 
yang bermasalah dengan sistem lelang. Akan tetapi memiliki perbedaan 
karena skripsi ini hanya terfokus dalam pelelangan sebagai solusi pembiayaan 
yang bermasalah. 
Keempat, skripsi dengan judul “Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah 
terhadap Jaminan dalam Pembiayaan Musha>rakah pada KJKS Perambabulan 
Al-Qomariyah Cirebon”, ditulis oleh Siti Rofi’ah (14112210143) tahun 2015. 
Prosedur dalam pembiayaan musha>rakah di KJKS Perambabulan Al-
Qomariyah memiliki jangka waktu tergantung dari kelengkapan dokumen 
yang telah dipenuhi oleh anggota. Barang jaminan menjadi pertimbangan 
persetujuan pembiayaan dengan nilai jual barang jaminan harus sebanding 
dengan pembiayaan yang diajukan anggota yang menjadi patokan utama 
dalam pembiayaan tersebut. Jaminan menjadi hal yang sangat penting karena 
                                                          
17Shofie Alfiani Zulfa, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan dan Pelelangan dalam 
Pembiayaan Musha>rakah: Studi Kasus BMT An-Nur Rewwin Kec. Waru Kab. Sdoarjo” (Skripsi--
UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 69. 



































sebagai penguat lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman. KJKS 
Perambabulan Al-Qomariyah ini menghukumi adanya jaminan adalah wajib, 
yang tertuang dalam akad/perjanjian.18 Persamaan skripsi ini adalah 
pembahasan jaminan dalam mengajukan pembiayaan, akan tetapi memiliki 
perbedaan dalam menghukumi adanya jaminan tersebut yang disebutkan 
wajib, karena sejatinya jaminan hanya untuk prinsip kehati-hatian. 
Kelima, skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek 
Jaminan dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus di BMT NU Al-Amanah Tarub 
Tegal)”, ditulis oleh Lisa Indah Purwitasari (122311063) tahun 2016. Jaminan 
kredit yang diberikan kepada nasabah merupakan tambahan untuk melindungi 
kedit macet akibat suatu musibah. Yang dijadikan jaminan adalah hak dari 
benda bukan benda secara fisiknya. Proses penyitaan jaminan dilakukan jika 
nasabah benar-benar tidak mampu membayar dan tidak punya itikad baik yang 
selanjutnya dilakukan proses pelelangan barang jaminan melalui broker 
berdasarkan kesepakatan pihak terkait. BMT NU Al-Amanah kurang 
memperhatikan akad yang digunakan akan tetapi lebih memperhatikan 
penyaluran dana kepada anggota dan dapat mendapatkan dana atas pengikatan 
jaminan tersebut yang masih menggunakan sistem di bank konvensional.19 
Perbedaan dalam skripsi ini adalah terletak pada penyelamatan pembiayaan 
                                                          
18Siti Rofi’ah, “Tinajaun Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jaminan dalam Pembiayaan 
Musha>rakah pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon” (Skripsi--IAIN Syekh Nurjati, 
Cirebon, 2015), 88. 
19Lisa Indah Purwitasari, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jaminan dalam Perjanjian 
Kredit (Studi Kasus di BMT NU Al-amanah Tarub Tegal)” (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 
2016), 105. 



































yang tidak disebutkan menggunakan AYDA, sedangkan persamaan dari 
skripsi ini yaitu terletak pada penyelesaian pembiayaan macet yang dapat 
dilakukan dengan menggunakan jaminan melalui pelelangan barang jaminan 
tersebut. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui praktik Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) di Bank Syariah 
Bukopin KC Sidoarjo. 
2. Mengetahui Hukum Islam dan UU No. 21 Tahun 2008 terhadap praktik 
Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) di Bank Syariah Bukopin KC 
Sidoarjo. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Penulis berharap dari penelitian ini memberikan manfaat serta dapat 
digunakan untuk dua hal sebagai berikut: 
1. Dari segi teoritis, penulis dapat memberikan kontribusi terkait 
permasalahan dalam perbankan sehingga dapat dijadikan referensi atau 
rujukan bagi akademisi maupun bukan akademisi. Selain itu dapat juga 
menambah wawasan terkait dengan jalannya praktik AYDA (Agunan 
Yang Diambil Alih) di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo. 
2. Dari segi praktis, penulis dapat memberi ilmu baru kepada masyarakat 
yang belum mengetahui hukum dari aplikasi perbankan terkait 



































permasalahan dalam praktik Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) di Bank 
Syariah Bukopin KC Sidoarjo pada khususnya. Selain itu bagi pihak Bank 
Syariah Bukopin KC Sidoarjo dapat dijadikan acuan dalam pengambilan 
keputusan bagi pengembangan bank kedepannya. 
 
G. Definisi Operasional 
Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam dan UU No. 21 Tahun 
2008 Tentang Perbankan Syariah terhadap Praktik Agunan Yang Diambil 
Alih (AYDA) di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo”. Supaya tidak terdapat 
kesalahan dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka 
penulis memberikan definisi dari beberapa istilah sebagai berikut: 
1. Hukum Islam: Peraturan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan 
Alquran, hadis dan pendapat ulama’ fiqh.20 Untuk menganalisis dalam 
permasalahan ini penulis menggunakan analisis hukum jaminan, 
berdasarkan pada Alquran, hadits. 
2. UU No. 21 Tahun 2008: Seperangkat peraturan yang mengatur tentang 
perbankan syariah terfokus pada Pasal 40 yang membahas agunan.  
3. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA): Aset yang diperoleh Bank, baik 
melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan 
secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk 
                                                          
20Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169. 



































menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak 
memenuhi kewajibannya kepada Bank.21 
 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 
dengan tujuan dan kegunaan tertentu22 untuk memberikan deskripsi yang baik, 
dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut:  
1. Data yang Di kumpulkan 
Data yang dikumpulkan merupakan data yang perlu untuk 
menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan 
permasalahan diatas, maka data yang akan dikumpulkan berupa data 
primer dan data sekunder sebagai berikut: 
a. Data primer adalah data yang memuat informasi tentang AYDA. 
b. Data sekunder adalah data pendukung dari data primer yang 
diperoleh dari beberapa literatur.  
2. Sumber data 
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek 
dari mana dapat diperoleh23 dalam penelitian ini penulis menggunakan 
dua sumber data yaitu: 
 
                                                          
21Peraturan Bank Indonesia 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang 
Melakukan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.  
22Soerjono Soekanto, Pegantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-PRESS,2007), 3. 
23Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 
129. 



































a. Sumber primer 
Sumber data primer adalah sumber data asli yang diterima 
langsung dari objek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan 
untuk mendapatkan data yang kongkrit.24 Sumber data primer ini 
diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu: 
1) Pihak Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo dalam menjalankan 
praktik Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yaitu: 
a) Muji Utomo selaku Account Officer (AO RPP); 
b) Fahmi selaku Legal Officer; 
c) Yoyok selaku Wakil Manager. 
d) Farchan Fuadi El Hakim selaku nasabah. 
2) Pihak terkait dalam proses Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). 
b. Sumber sekunder 
Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari 
literatur-literatur yang tidak berhubungan secara langsung dengan 
penelitian. Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu 
atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta 
memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.25 
Diantaranya sebagai berikut: 
1) UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 
                                                          
24Bagong Suryanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Prenanda Media Group, 2005), 
55. 
25Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 116. 



































2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 08/21/PBI/2006 Tentang 
Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melakukan Usaha 
berdasarkan Prinsip Syariah 
3) Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank 
Syariah 
4) Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah 
5) Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kredit Secara Sehat 
6) Ifa Latifa Fitriani, Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank 
Syariah dan Kredit Konvensional 
7) Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan 
8) Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Observasi merupakan pengumpulan data untuk menghimpun 
data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.26 Penulis dalam 
studi ini mengamati dan mencatat permasalahan terkait praktik 
Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) di Bank Syariah Bukopin KC 
Sidoarjo yang dilakukan pad bulan September hingga bulan Juni 
2019. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 
melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari 
                                                          
26Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teoti dan Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 62. 



































seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 
berdasarkan tujuan tertentu.27 
Penelitian yang dilakukan penulis melakukan wawancara 
secara langsung dengan dengan pihak Bank Syariah Bukopin KC 
Sidoarjo dan pihak yang terkait dalam praktik Agunan Yang Diambil 
Alih (AYDA). 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui 
dokumen.28 Dalam penelitian ini dokumen terkait praktik AYDA 
meliputi perihal kontrak perjanjian dan obyek agunan serta 
pengambilalihan agunan.  
4. Teknik Pengolahan Data 
Pengolahan data merupakan suatu proses didalam memperoleh data 
ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau 
rumus-rumus tertentu.29 Untuk memudahkan penulis dalam melakukan 
analisis, maka diperlukan pengolahan data dengan tahapan sebagai 
berikut:  
a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang dieproleh 
dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang 
                                                          
27Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 180. 
28M. Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87. 
29Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253. 



































meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan lainnya, keaslian, 
kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.30 
Data yang didapat berupa kontrak perjanjian atau akad 
pembiayaan sebelum pembiayaan memasuki tahapan AYDA hingga 
masuk dalam tahapan AYDA meliputi jumlah pembiayaan dan 
tahapan penyelesaian AYDA yang disertai dengan persetujuan antara 
debitur dan bank. Dalam data tersebut menyatakan bahwa AYDA 
berawal dari pembiayaan macet yang diselamatkan dengan menjual 
agunan untuk menutup kekurangan dalam pemenuhan cicilan. 
b. Analizing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil 
editing dan organizing data yang yang telah diperoleh dari sumber-
sumber penelitian.31 Dari analisis tersebut penulis menambahkan 
teori hukum Islam dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah terkait jaminan atau agunan sehingga diperoleh kesimpulan, 
yaitu kesimpulan yang diperoleh terkait dengan praktik Agunan 
Yang Diambil Alih (AYDA). 
5. Metode Analisis Data 
Analisis  data adalah proses pengumpulan, pemodelan dan 
transformasi data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang 
bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan 
keputusan.32 Penulis menggunakan analisis komparatif dengan pola pikir 
                                                          
30Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153. 
31Ibid., 154. 
32Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253. 



































induktif yaitu dengan cara memberikan gambaran tentang praktik 
Agunan Yang Daimbil Alih (AYDA) di Bank Syariah Bukopin KC 
Sidoarjo, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Hukum Islam 
dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah untuk 
menganalisis praktik Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 
masalah, identifikas dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional dan 
sistematika pembahasan. 
Bab kedua yaitu Rahn dalam pembiayaan dan UU No. 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah. Dalam bab ini memuat konsep umum tentang rahn 
meliputi definisi rahn, landasan hukum rahn, rukun dan syarat rahn, macam-
macam rahn, dan berakhirnya rahn. Dalam bab ini juga memuat Pasal 40 UU 
No. 21 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang agunan atau jaminan yang 
mencakup peraturan Bank Indonesia terkait AYDA. Selanjutnya dipaparkan 
tentang aturan hukum terkait lelang yang mencakup definisi serta tata cara 
lelang. 
Bab ketiga yaitu pelaksanaan praktik Agunan Yang Diambil Alih 
(AYDA) di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo, yang menguraikan tentang 
deskripsi umum Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo dan proses Agunan Yang 



































Diambil Alih (AYDA). Uraian dari bab ini sekaligus menjawab rumusan 
masalah yang pertama. 
Bab keempat berjudul analisis terhadap paraktik Agunan Yang Diambil 
Alih (AYDA) di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo. Bab ini memaparkan 
tentang hasil dan pembahasan yang mengemukakan tentang praktik Agunan 
Yang Diambil Alih (AYDA) di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo, serta 
analisis hukum Islam dan UU No. 21 Tahun 2008 terhadap praktik Agunan 
Yang Diambil Alih (AYDA) di Bank Syariah Bukpin KC Sidoarjo. 
Bab kelima yaitu bagian terakhir dari skripsi yang merupakan penutup, 
yang terdiri dari kesimpulan dan saran terkait penelitian ini. 
 




































RAHN  DALAM PEMBIAYAN DAN UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG 
PERBANKAN SYARIAH 
A. Rahn dalam Pembiayaan 
1. Definisi Rahn 
Menurut bahasa, al-rahn (gadai) berarti al-thubu>t (tetap), al-h}abs 
(penahan). Adapula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau 
terjerat.1 Secara etimologis al-rahn berarti tetap dan lama, sedangkan al-
h}abs berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat 
dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Makna gadai (rahn) 
dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang 
jaminan, agunan dan rungguhan.2 
Menurut syara’, yang dimaksud dengan rahn adalah menjadikan 
suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai 
jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau 
sebagian utang dari barang tersebut.3 Selain pengertian rahn yang 
dikemukakan diatas, terdapat beberapa pengertian lain tentang rahn 
sebagai berikut: 
a. Menurut Ulama Hanabilah, rahn adalah harta yang dijadikan jaminan 
utang sebagai pembayar harga (nilai) uang ketika pihak berutang
                                                          
1Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 105. 
2Rahmat Syafi’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 159. 
3Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), 88. 



































berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi 
pinjaman.4 
b. Menurut Ulama Shafi’iyyah, rahn adalah  menjadikan suatu benda 
sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika 
berhalangan dalam membayar hutang.5 
c. Dari kalangan ulama Madhhab Ma>liki mendefinisikan rahn sebagai 
harta yang dijadikan pemiliknya sebagai harta yang dijadikan 
pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat.6 
d. Dari ulama Madhhab H}ana>fi mendefinisikannya dengan menjadikan 
suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin 
dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun 
sebagiannya.7 
e. Rahmat Syafe’i menjelaskan, bahwa secara terminologi, rahn berarti 
penahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan 
sebagai pembayaran dai barang tersebut.8 
f. Menurut al-Jazairi, rahn ialah menjamin utang dengan barang yang 
memungkinkan utang bisa dibayar dengannya, atau dari hasil 
penjualannya. Contoh, si A meminta pinjaman kepada si B, kemudian 
si B memnta si A menitipkan suatu barang padanya: hewan, rumah 
                                                          
4Ibid. 
5Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 159-160. 
6Muh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam 2: Akad Tabarru’ dalam Hukum Islam 
(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 56. 
7Ibid. 
8Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 159. 



































dan sebagainya, sebagai jaminan utangnya. Jika utang telah jatuh 
tempo dan si A tidak bisa membayar utangnya maka utangnya 
diambilkan dari barang gadai tersebut.9 
g. Menurut Sayid Sabiq, rahn didefinisikan sebagai tindakan yang 
menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan 
syara’ sebagai jaminan hutang hingga orang yang bersangkutan boleh 
mengambil utang.10 
h. Menurut Muhammad Syafi’i Antonio rahn adalah menahan salah satu 
harta milik nasabah (ra>hin) sebagai barang jaminan (marhu>n) atas 
pinjaman yang diterimanya. Marhu>n tersebut memiliki nilai 
ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima 
gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil 
kembali seluruh atau sebagian piutang.11 
Dapat disimpulkan bahwa rahn adalah perjanjian (akad) pinjam 
meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, atau 
menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat 
darinya, atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis pada pandangan 
syariah sebagai kepercayaan atas harta yang memungkinkan pengambilan 
hutang secara keseluruhan atau sebagian dari barang itu.12 
                                                          
9Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 198. 
10Ibid. 
11Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 
2001), 128. 
12Muh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam 2: Akad Tabarru’ dalam Hukum Islam…, 
56. 



































Dalam hukum positif rahn diartikan sebagai gadai, sesuai dengan 
perumusan Pasal 1150 KUH Perdata bahwa gadai merupakan suatu hak 
jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau 
milik orang lain atas nama debitur untuk dijadaikan sebagai pelunasan 
utang tertentu.13 Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan 
jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak 
selalu merupakan perjanjian utang piutang dan karenanya dikatakan, 
bahwa perjanjian gadai mengabdi pada perjanjian pokok atau merupakan 
perjanjian yang bersifat accessoir. Pada prinsipnya barang gadai dapat 
dipakai untuk menjamin kewajiban prestasi tertentu.14 
2. Landasan Hukum Rahn 
Hukum rahn adalah ja>iz (boleh) tidak wajib berdasarkan 
kesepakatan ulama. Karena ar-rahn adalah jaminan utang, oleh karena itu 
tidak wajib, seperti halnya al-kafa>lah hukumnya juga tidak wajib.15 
Berikut hukum yang mengatur ar-rahn dalam Al-Quran, hadits dan ijma’: 
a. Alquran 
 ۖ ٌةَضْو ُبْقَّم ٌنِٰهرَف اًِبتاَك اْوُدَِتَ َْلََو ٍرَفَس ٰىَلَع ْمُت ْ نُك ْنِإَو 
“Jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara 
tunai) sedang kalian tidak memperoleh seorang juru tulis, maka 
hendaklan ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 
berpiutang). (Q.S. Al-Baqarah:283)16 
                                                          
13Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 105. 
14Ibid, 106. 
15Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, et al. jilid vi 
(Jakarta: Gema Insani, 2011), 110. 
16Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2007), 98. 



































Ayat ini terdapat kalimat fariha>num maqbud}ah sebagai 
penekanan bahwa jika seseorang dalam perjalanan sedang melakukan 
kegiatan bermuamalah secara tidak tunai dengan tidak menemukan 
juru tulis maka hendaknya menyertakan barang tanggungan yang 
dipegang oleh pihak yang memberi hutang (berpiutang).  
Syarat dari rahn sudah disebutkan dan dijelaskan secara mutlak 
baik dalam keadaan ditengah perjalanan ataupun menetap. 
Penyebutan as-safar dalam ayat tersebut hanya berdasarkan 
kebiasaan yang berlaku kala itu, bukan merupakan syarat. Kondisi 
sesuai ayat tersebut merupakan bentuk wathi>qah, sebagai petunjuk 
bagi manusia ketika dalam keadaan tidak menemukan juru tulis yang 
menuliskan transaksi secara tidak tunai (utang) yang dilakukannya. 
b. Hadis 
اَن َث َّدَح  ُفُسُوي  ُنْب ىَسيِع اَن َث َّدَح ُوَبأ  ََةيِواَعُم اَن َث َّدَح  ُشَمْعَْلْا  ْنَع  َميِهَار ْبِإ  ْنَع  ِدَوْسَْلْا 
 ْنَع  َةَشِئاَع  َيِضَر  َُّللّا اَه ْ نَع  ْتَلَاق ىَر َتْشا  ُلوُسَر  َِّللّا ىَّلَص  َُّللّا  ِهْيَلَع  َمَّلَسَو  ْنِم  ٍ يِدوُه َي 
اًماََعط  ٍةَئيِسَِنب  ُهَنَهَرَو  ُهَعْرِد 
“Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin 'Isa telah 
menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan 
kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al aswad dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran 
dan menjaminnya dengan menggadaikan baju besi beliau".17 
Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad 
Saw. pernah melakukan pembelian makanan secara tidak tunai 
kepada orang Yahudi dengan baju besi sebagai jaminannya sebagai 
                                                          
17Lidwa Pustaka i-software Kitab 9 Imam Hadits, Hadits Bukhori 1954. 



































penguat dari transaksi tersebut, sehingga hal ini terkait jaminan 
untuk pembiayaan disesuaikan dengan hadis ini. 
 ُهًمْرُغ ِهْيَلَع َو ُهُمْنُغ ُهَل ،ُهَنَهَر ْيِذ لا ِهِبِحاَص ْنِم ُنْهَّرلا ُقُلْغ َي َلا 
“Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari 
pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi 
pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang 
digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya 
pemeliharaan barang yang digadaikan.18 
Maksud dari hadith tersebut adalah pihak murtahin tidak bisa 
memiliki barang yang digadaikan ketika pihak ra>hin tidak membayar 
utang yang ada ketika telah jatuh tempo. Dan bagi pihak yang 
menggadaikan manfaat dari barang (marhu>n) maka biaya 
pemeliharaan barang gadai tersebut merupakan tanggungan dari 
pihak penerima gadai (murtahin). 
c. Ijma’. Para ulama sepakat bahwa rahn itu dperbolehkan, karena 
banyak kemashlahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka 
hubungan antar manusia. Menurut jumhur ulama bahwa gadai (rahn) 
adalah diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena gadai hanya 
jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Salah 
satu alasan jumhur ulama membolehkannya gadai adalah berdasarkan 
pada kisah nabi Muhammad Saw. yang menggadaikan baju besinya 
untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya.19 
 
                                                          
18Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu..., 109. 
19Muh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Akad Tabarru’ dalam Hukum Islam)..., 
63. 



































3.    Rukun dan Syarat Rahn 
Ketentuan subyek hukum hak gadai dalam hukum positif sama 
halnya dengan syarat dan rukun dalam hukum Islam. Pihak yang ikut serta 
dalam membentuk perjanjian gadai yaitu pihak yang memberikan jaminan 
gadai, dinamakan pemberi gadai (pandgever) dan pihak yang menerima 
jaminan gadai, dinamakan penerima gadai (pandnemer).20 Dalam gadai 
harus ada orang yang melakukan perjanjian gadai (penerima dan pemberi 
gadai), adanya barang jaminan, adanya perjanjian (tertulis maupun lisan), 
adanya hutang. Sedangkan syarat gadai yang umum adalah sebagai 
berikut: 
a. Syarat berkaitan dengan perjanjian, yaitu kreditur dan debitur tidak 
saling merugikan; 
b. Syarat berkaitan dengan yang melakukan gadai adalah sudah dewasa 
dan berakal; 
c. Syarat berkaitan benda gadai yaitu penggadaian punya hak kuasa asas 
atas benda yang digadaikan, benda gadai bukan benda yang mudah 
rusak, benda gadai dapat diambil manfaatnya. 
Rukun rahn menurut ulama Hanafiyyah adalah ijab dari ra>hin dan 
dari murtahin, seperti akad-akad yang lain. Akan tetapi akad rahn belum 
sempurna dan belum berlaku mengikat (lazi>m) kecuali setelah adanya 
alqabd}u (serah terima barang yang digadaikan).  
                                                          
20Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan…, 122. 



































Sementara itu, selain ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa rukun 
rahn ada empat, yaitu s}i>ghah (ijab qabul), ‘a>qid (pihak yang mengadakan 
akad), marhu>n (barang yang digadaiakan) dan marhu>n bihi (dain atau 
tanggungan utang yang dijamin dengan barang gadaiakan).21 
a. ‘A<qid (ra>hin dan murtahin)  
Pihak yang memiliki tanggungan hutang dan menyerahkan 
jaminan (marhu>n) kepada murtahin adalah ra>hin. Sedangkan 
murtahin adalah pihak pemilik piutang dan penerima jaminan dan 
ra>hin. Masing-masing dari ra>hin dan murtahin disyaratkan harus 
memiliki kriteria mukhta>r (bebas) dan muthlaq at-tasharruf atau ahli 
at-tabarru’, yaitu orang yang memliki kebebasan mentasarufkan 
hartanya, baik tasaruf yang bersifat komersial (mu’a>wad}ah) atau non-
komersial (tabarru’).22 
Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni ra>hin dan 
murtahin, harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. 
Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan 
transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah untuk melakukan jual 
beli maka ia juga sah melakukan rahn, karena gadai seperti jual beli, 
yang merupakan pengelolaan harta.23  
Ketentuan murtahin yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI 
tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn, adalah sebagai berikut: 
                                                          
21Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu..., 111. 
22Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 115. 
23Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer..., 199 



































1) Dalam hal rahn (dain /marhun bih) terjadi karena akad jual-beli 
(al-bai’) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan 
murtahin hanya berasal dari keuntungan (al-ribh) jual-beli;\ 
2) Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad sewa-
menyewa (ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka 
pendapatan murtahin hanya berasal dari ujrah; 
3) Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena peminjaman 
uang (akad qard}), maka pendapatan murtahin hanya berasal dari 
mu’nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang 
besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujrah 
dalam akad ija>rah; 
4) Dalam hal rahn dilakukan pada akad amanah, maka 
pendapatan/penghasilan murtahin (sha>rik/sha>h}ibul ma>l) hanya 
berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh pemegang 
amanah (sha>rik-pengelola/Mudha>rib);24 
b. S}i>ghah atau ijab qabul  
S}i>ghah atau bahasa interaksi yang berupa ijab (penawaran) dan 
qabu>l (persetujuan) diperlukan dalam akad rahn, sebab akad rahn 
melibatkan materi (ma>l), sehingga harus didasarkan pada kerelaan 
hati (tara>d}in). Kerelaan hati bersifat abstrak (khafiy), dan ijab-qabul 
                                                          
24Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/V/2014 tentang Pembiyaan Yang Disertai Rahn, 6. 



































merupakan ekspresi paling representatif sebagai pernyataan saling 
setuju (tara>d}in).25 
S}i>ghah tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga 
dengan waktu di masa mendatang. Rahn mempunyai sisi pelepasan 
barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, sehingga 
tidak boleh diikat dengan syarat atau dengan suatu waktu tertentu 
atau dengan waktu di masa depan.26  
Menurut Fatwa DSN MUI tentang Pembiyaang Yang Disertai 
Rahn, memuat ketentuan terkait akad adalah sebagai berikut: 
1) Pada prinsipnya, akad rahn dibolehkan hanya atas utang-piutang 
(dain) yang antara lain timbul karena akad qardh}, jual-beli (al-
bai’) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (ija>rah) yang 
pembayaran ujrahnya tidak tunai; 
2) Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya 
barang jaminan (marhun), namuan agar pemegang amanah tidak 
melakukan penyimpangan perilaku (moral hazard), Lembaga 
Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (marhun) dari 
pemegang amanah (al-amin, antara lain sha>rik, mudha>rib dan 
musta’jir) atau pihak ketiga. 
3) Barang jaminan (marhu>n) dalam akad amanah hanya dapat 
dieksekusi apabila pemegang amanah (al-amin, antara lain 
                                                          
25Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muamalah..., 115. 
26Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer..., 200. 



































sha>rik, mudha>rib dan musta’jir) melakukan perbuatan moral 
hazard, yaitu: 
a) Ta’addi (ifra>t}), yaitu melakukan sesuatu yang tidak 
boleh/tidak semestinya dilakukan; 
b) Taqshir (tafri>t}), yaitu tidak melakukan sesuatu yang 
boleh/semestinya dilakukan; atau 
c) Mukhalafat al-shurut}, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan 
(yag tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati 
pihak-pihak yang berakad;27 
c. Marhu>n bihi (utang) 
Harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan 
kepada pemiliknya dan memungkinkan pemanfaatannya. Bila 
sesuatu yang menjadi utang itu tidak dimanfaatkan maka tidak sah. 
Harus dikuantifikasikasikan atau dihitung jumlahnya. Bila tidak 
dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, rahn tidak sah.28 
Selain itu Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya menyatakan 
bahwa syarat-syarat marhu>n bihi harus merupakan hak yang wajib 
diserahkan kepada pemiliknya, marhu>n bihi harus berupa utang yang 
dimungkinkan untuk dipenuhi dan dibayar dari marhu>n (barang yang 
digadaikan), dan hak dari marhu>n bihi harus diketahui dengan jelas 
dan pasti. 
                                                          
27Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/V/2014..., 5-6. 
28Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer..., 200. 



































Menurut Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Yang Disertai 
Rahn adalah sebagai berikut: 
1) Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang; 
2) Utang harus bersifat mengikat (lazim), yang tidak mungkin 
hapus setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI No. 
11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ka>falah (Ketentuan Kedua, 4.c); 
3) Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta 
jangka waktunya; 
4) Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan waktu 
pembayaran; 
5) Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal 
diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh: 
a) Mengenakan ta’wid} dan ta’dhir dalam hal ra>hin melanggar 
perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya; 
b) Mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu 
pembayaran utang diperpanjang.29 
d. Marhu>n atau Rahn (barang yang digadaikan) 
Marhu>n ialah barang yang digadaikan sebagai jaminan 
(wathiqah) atas hutang. Secara umum, kriteria marhu>n ialah setiap 
barang (‘ain) yang secara hukum sah dijadikan mabi’ maka sah 
dijadikan marhu>n. Kriteria ini hanya secara umum sehingga terdapat 
beberapa pengecualian, yakni sah dijadikan mabi’ namun tidak sah 
                                                          
29Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014..., 5. 



































dijadikan marhu>n, seperti budak mudabbar dan lahan yang sedang 
ditanami. Atau sebaliknya, yakn sah dijadikan marhu>n namun tidak 
sah dijadikan mabi’, seperti budak perempuan yang memiliki anak 
kecil dan barang pinjaman. 30 
Menurut ulama Shafi’iyah, gadai bisa sah dipenuhinya tiga 
syarat. Pertama, harus berupa barang, karena utang tidak bisa 
digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang 
yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa 
dijual ketika sudah tiba masa pelunasan utang gadai. Jadi, para ulama 
sepakat bahwa syarat pada gadai adalah syarat yang berlaku pada 
barang yang bisa diperjualbelikan. Adapun syarat marhu>n adalah 
sebagai berikut: 
1) Harus bisa diperjualbelikan; 
2) Harus berupa harta yang bernilai; 
3) Marhu>n harus bisa dimanfaatkan secara syariah, tidak berupa 
barang haram; 
4) Harus diketahui keadaan fisiknya; 
5) Harus dimiliki oleh rahn, setidaknya harus atas izin pemiliknya.31 
Ketentuan lain dari Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan 
Yang Disertai Rahn adalah sebagai berikut: 
                                                          
30Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muamalah..., 116. 
31Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer..., 200. 



































1) Barang jaminan (marhu>n) harus berupa harta (ma>l) berharga baik 
benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat 
diperjual-belikan, termasuk aset keungan berupa sukuk, efek 
syriah atau surat berharga lainnya; 
2) Dalam hal barang jaminan (marhu>n) merupakan musha’ (bagian 
dari kepemilikan bersama/part of undivided ownership), maka 
musha’ yang digadaikan harus sesuai denga porsi 
kepemilikannya; 
3) Barang jaminan (marhu>n) boleh disuransikan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.32 
4.    Macam-macam Rahn 
Terdapat dua jenis akad rahn yang umumnya dikenal didalam 
khazanah Islam yaitu rahn hiyazi dan rahn tasji>li> atau rasmi> atau takmini>, 
sebagai berikut: 
a. Rahn hiya>zi. Rahn hiya>zi adalah akad penyerahan atas hak 
kepemilikan, dimana barang sebagai jaminan (marhu>n) dalam 
penguasaan pemberi utang. Artinya posisi marhu>n dalam rahn hiya>zi 
berada ditangan pemberi utang. 
b. Rahn takmini> atau  rahn rasmi>. Rahn takmini> atau rahn rasmi> adalah 
akad rahn atas barang bergerak dimana pemberi utang hanya 
menguasai hak kepemlikan sedangkan fisik barang masih berada 
                                                          
32Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014..., 5. 



































dalam penguasaan ra>hin sebagai penerima hutang. Untuk rahn jenis 
ini lebih familiar disebut rahn tasji>li>.33 
5.    Berakhir dan Selesainya Akad Rahn34 
Akad ar-rahn selesai dan berakhir karena beberapa hal sebagai 
berikut: 
a. Diserahkannya marhu>n kepada pemiliknya. Menurut jumhur ulama 
selain Shafi’iyyah, akad rahn selesai dan berakhir dengan 
diserahkannya al-marhun kepada pemiliknya. Karena marhu>n adalah 
jaminan penguat utang, oleh karena itu jika marhu>n diserahkan 
kepada pemiliknya, maka tidak ditemukan lagi yang namanya al-
isti>tha>q (jaminan penguat utang). Oleh karena itu, akad rahn yang ada 
juga selesai dan berkahir. Seperti halnya menurut jumhur akad rahn 
selesai dan berakhir ketika murtahin meminjamkan marhun kepada 
ra>hin atau kepada orang lain seizin ra>hin. 
b. Terlunasinya seluruh utang yang ada (marhu>n bihi). Apabila ra>hin 
telah melunasi seuruh marhu>n bihi, maka akad rahn secara otomatis 
selesai dan berakhir. 
c. Penjualan marhu>n secara paksa yang dilakukan oleh ra>hin atas 
perintah hakim, atau yang dilakukan oleh hakim ketika ra>hin menolak 
untuk menjual marhu>n. Apabila marhu>n dijual dan utang yang ada 
                                                          
33Muh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam 2: Akad Tabarru’ dalam Hukum Islam..., 
62. 
34Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu..., 229. 



































dilunasi dengan harga penjualan tersebut, maka akad rahn selesai dan 
berakhir. 
d. Terbebasnya ra>hin dari utang yang ada walau dengan cara apapun, 
walaupun dengan akad hawa>lah (maksudnya ra>hin sebagai muhi>l dan 
murtahin sebagai muha>l). Dan seandainya murtahin menerima suatu 
barang gadaian yang lain sebagai ganti barang gadaian yang pertama, 
maka marhu>n dianggap telah tertebus.  
e. Pembatalan akad rahn dari pihak murtahin atau dengan kata lain, 
murtahin membatalkan akad rahn yang ada, walaupun pembatalan 
tersebut hanya sepihak. Karena hak yang ada adalah milik murtahin 
dan akad rahn bagi pihak murtahin sifatnya tidak mengikat. Namun 
akad rahn tidak selesai dan berakhir jika yang membatalkan adalah 
pihak ra>hin, karena akad rahn bagi ra>hin sifatnya mengikat. 
f. Binasanya marhu>n. 
g. Melakukan pentasarufan terhadap marhu>n dengan meminjamkannya, 
menghibahkannya atau mensedekahkannya. 
Ketentuan terkait penyelesaian akad rahn dalam Fatwa DSN MUI 
tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn adalah sebagai berikut: 
a. Akad rahn berkahir apabila ra>hin melunasi utangnya atau 
menyelesaikan kewajbannya dan murtahin mengembalikan marhu>n 
kepada ra>hin; 



































b. Dalam hal ra>hin tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan 
kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka murtahin 
wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya; 
c. Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan 
memperhatikan atas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, 
murtahin boleh melakukan hal-hal berikut: 
1) Menjual paksa barang jaminan (marhu>n) sebagaimna diatur 
dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 
Tentang Rahn (ketentuan ketiga angka 5); atau 
2) Meminta ra>hin agar menyerahkan marhu>n untuk melunasi 
utangnya sesuai dengan kesepakatan dalam akad, dimana 
penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang 
berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga 
(thaman) jual marhu>n dengan utang (dain) dan modal (ra’sul 
ma>l), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor. 25/DSN-
MUI/III/2002 tentang Rahn (ketentuan ketiga angka 5). 
d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan 
syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.35 
KUH Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai sebab-sebab 
hapus atau berakhirnya hak gadai. Namun demikian dari bunyi ketentuan 
                                                          
35Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014..., 6-7. 



































dalam pasal-pasal KUH Perdata yang mengatur mengenai lembaga hak 
jaminan gadai dapat diketahui sebab-sebab yang menjadi dasar bagi 
hapusnya hak gadai, yaitu: 
a. Hapusnya perjanjian pokok atau perjanjian pendahuluan yang 
dijamin dengan gadai, hal ini sesuai dengan sifat perjanjian 
pemberian jaminan yang merupakan perjanjian accessoir. Ketentuan 
dalam Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian 
(perikatan) hapus karena alasan-alasan dibawah ini, yaitu:  
1) Pelunasan; 
2) Perjumpaan utang (kompensasi); 
3) Pembaharuan uatang (novasi); 
4) Pembebasan utang. 
b. Lepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan kreditur penerima 
gadai, dikarenakan: 
1) Terlepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan kreditur; 
2) Dilepasnya benda yang digadaikan oelh pemegang gadai secara 
sukarela; 
3) Hapusnya benda yang digadaikan. 
c. Terjadinya percampuran, di mana pemegang gadai sekaligus juga 
menjadi pemilik barang yang digadaikan tersebut. 
d. Terjadinya penyalahgunaan barang gadai oleh kreditur (pemegang 
gadai) (Pasal 1159 KUH Perdata). 
 



































B. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah  
1. Jaminan dan Agunan 
Indonesia memberlakukan peraturan terkait jaminan dan agunan 
dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
Undang-undang tersebut selaras dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 
No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang 
Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang 
membahas lebih detail mengenai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). 
Jaminan dan Agunan pada dasarnya merupakan dua istilah yang dapat 
saling dipertukarkan. Jaminan secara sederhana dimaknai sebagai 
tanggungan atas pinjaman yang diterima.36 
Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah terdapat dua agunan, yakni utama dan tambahan. Agunan utama 
adalah agunan yang terkait langsung dengan objek kredit atau 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan agunan tambahan 
adalah agunan yang tidak terkait langsung dengan objek kredit atau 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.37 
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, 
dalam memberikan pembiayaan bank harus mempunyai keyakinan atas 
kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima pembiayaan untuk 
melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah 
                                                          
36Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik..., 34. 
37Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Syariah..., 401. 



































menyalurkan dana kepada nasabah penerima pembiayaan. Untuk 
memperoleh keyakinan tersebut bank syariah wajib melakukan analisis 
yang mendalam atas watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek 
usaha calo nasabah.38 
Jaminan dan Agunan pada dasarnya merupakan dua istilah yang 
dapat saling dipertukarkan. Jaminan secara sederhana dimaknai sebagai 
tanggungan atas pinjaman yang diterima.39 Berdasarkan Pasal 1131 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa jaminan adalah: 
“Semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang 
tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada 
dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 
perseorangan. Ini dinamakan jaminan umum.”40 
 
Jaminan dalam nomenklatur hukum perdata di Indonesia ditemukan 
dalam Pasal 1131 KUHPer dan Penjelasan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan. Hanya saja, kedua peraturan tersebut tidak 
mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan jaminan, kedua 
aturan ini menyatakan jaminan berkaitan erat dengan masalah utang 
piutang. Sehingga Jaminan dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian 
antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah 
hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan 
peraturan yang berlaku, apabila dalam waktu yang telah ditentukan 
                                                          
38Ikatan Bankir Indinesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah..., 187. 
39Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik..., 34. 
40Pasal 1131 Undang-Undang Hukum Perdata. 



































terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.41 Sedangkan Pasal 1 ayat 
26 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyebutkan 
pengertian agunan sebagai berikut: 
“Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak 
maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan 
kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan 
kewajiban Nasabah Penerima Pelunasan.”42 
 
Dalam praktik perbankan, jaminan ini diartikan secara luas meliputi 
agunan dan penanggungan baik bersifat perorangan maupun jaminan 
perusahaan. Jaminan secara sempit hanya agunan saja, yang meliputi 
benda bergerak dan benda tidak bergerak, sedangkan agunan pokok 
adalah barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas 
pembiayaan.43 
2. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) 
Yang dimaksud dengan AYDA adalah aktiva yang diserahkan 
secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk 
menjual diluar pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi 
kewajibannya kepada bank.44 
Agunan Yang Diambil Alih atau yang untuk selanjutnya disebut 
AYDA adalah aktiva yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan 
maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh 
                                                          
41Ifa Latifa Fitriani, “Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit 
Konvensional”, Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No.1 (Oktober, 2016), 137. 
42UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
43Wangsawidjadja Z., Pembiayaan Bank Syariah..., 288. 
44Penjelasan Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia No. 06/25/PBI/2004 Tentang Rencana Bisnis Bank 
Umum. 



































pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dan 
pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada 
Bank.45 
Kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank terkait AYDA adalah 
melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki serta 
mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA tersebut. AYDA yang 
telah dilakukan upaya penyelesaian dengan ditetapkan memiliki kualitas 
sebagai berikut: 
a. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; 
b. Kurang Lancar, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun 
sampai dengan 3 (tiga) tahun; 
c. Diragukan, apabila AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai 
dengan 5 (lima) tahun; 
d. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.46 
Pengambilalihan aset debitur atau nasabah (AYDA) berupa tanah 
dan bangunan harus dilakukan apabila kredit sudah masuk kedalam 
kategori macet. Dalam prakteknya pelaksanaan AYDA tersebut 
dilakukan dalam beberapa tahap dan melibatkan berbagai pihak.  
Aset tersebut didapat ketika debitur penerima Fasilitas tidak 
memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian 
                                                          
45Pasal 1 angka 24 Peraturan Bank Indonesia No. 08/21/PBI/2004 Tentang Penilaian Kualitas 
Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 
46Pasal 31 angka 1 Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva 
Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 



































atau seluruh Agunan, baik melalui maupu diluar pelelangan, berdasarkan 
penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan 
pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan 
Agunan yang dibeli tersebut wajib dicarikan selambat-lambatnya dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun.47 
Selain itu Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga 
pembelian Agunan dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan 
UUS yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal harga pembelian Agunan 
melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, 
selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah 
setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung 
terkait dengan proses pengembalian Agunan.48 
 
                                                          
47Pasal 40 Angka 1 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 
48Pasal 40 Angka 2 dan 3 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.  



































PELAKSANAAN PRAKTIK AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) DI 
BANK SYARIAH BUKOPIN KC SIDOARJO 
A. Deskripsi Umum Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo 
1. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo 
Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo pertama kali bergerak dari 
nama Bank Swasarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan 
Timur yang memperoleh izin operasi sejak 1 Mei 1991. Kebanyakan 
dalam hal pembiayaan merupakan pembiayaan KPR yang merupakan 
bentuk kerjasama yang disebut dengan ASABRI YKPP. Sesuai dengan 
perjanjian yang berlaku saat itu yang menjalankan ASABRI YKPP adalah 
Bank BTN dan Bank Swasarindo yang bergerak pada bidang KPR 
ASABRI subsidi pemerintah.  
Pada tahun 2001 hingga akkhir 2002 Bank Swasarindo ini beralih 
nama menjadi Bank Persyarikatan Indonesia melalui proses akuisisi, dan 
mendapat persetujuan oleh Bank Indonesia pada tahun 2003. Kemudian 
pada tahun 2008 Bank Swasarindo resmi berganti nama menjadi Bank 
Syariah Bukopin dengan modal dari Bank Persyarikatan Indonesia serta 
PT Bank Bukopin, Tbk. Secara resmi Bank Syariah Bukopin resmi 
berganti nama dan beroperasi pada tanggal 9 Desember 2008.1 
 
                                                          
1Bank Syariah Bukopin, “Profil Perusahaan”, dalam 
https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentangkami/profil-perusahaan, diakses pada 12 Mei 2019. 



































2. Visi dan Misi Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo 
a. Visi 
Visi dari Bank Syariah Bukopin adalah “Menjadi Bank Syariah 
Pilihan dengan Pelayanan Terbaik”. 
b. Misi 
1) Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah 
2) Memberikan sumber daya insani yang professional dan amanah 
3) Memfokuskan pengembangan usaha sector UMKM (Usaha 
Mikro Kecil & Menengah) 
4) Meningkatkan niai tambah kepada stakeholder 
c. Nilai-Nilai Perusahaan 
1) Professionalism (Fathanah), 
2) Respect Others (Ikram), 
3) Integrity (Amanah), 
4) Dedicate to Customer (Khidmah), dan 
5) Excellence (Ihsan)2 
3. Produk Pembiayaan yang dapat diselesaikan dengan AYDA 
a. Mura>bah}ah  
Adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan 
keuntungan yang disepakati. Akad yang digunakan 
adalah mura>bah}ah, yaitu akad jual-beli antara bank dan nasabah. 
                                                          
2Bank Syariah Bukopin, “Visi, Misi & Nilai Perusahaan”, dalam 
https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/visi-dan-misi, diakses pada 23 Mei 2019. 



































Bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai 
permintaan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar 
harga beli ditambah keuntungan Bank yang disepakati.  
b. Musha>rakah 3 
Adalah kerjasama 2 (dua) pihak atau lebih untuk suatu usaha 
tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan atau 
karya/keahlian dengan kesepakatan keuntungan dan resiko menjadi 
tanggungan bersama sesuai kesepakatan. Akad yang digunakan 
adalah musha>rakah, yaitu kerjasama antara Bank dengan Nasabah 
untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, 
dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang 
telah disepakati. 
4. Manfaat Pembiayaan 
Manfaat pembiayaan di Bank Syariah Bukopin bermacam-macam, 
terdapat perbedaan sesuai dengan akad yang digunakan, diantanya adalah 
sebagai berikut: 
a. Dapat digunakan memnuhi usaha modal kerja (mura>bahah dan 
musha>rakah) 
b. Sistem bagi hasil sesuai hasil proyek atau usaha (musha>rakah) 
c. Pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan cash-flow (mura>bah}ah 
dan musha>rakah) 
 
                                                          
3Ibid. 



































5. Ketentuan Pembiayaan 
Ketentuan pembiayaan juga memiliki perbedaan, sesuai dengan 
akad yang digunakan diantaranya adalah: 
a. Peruntukan orang dan badan usaha (mura>bah}ah dan musha>rakah); 
b. Uang muka minimal 20% dari harga beli barang untuk akad 
mura>bah}ah, 30% dari harga barang untuk akad musha>rakah); 
c. Jangka waktu sesuai dengan penyelesaian proyek untuk akad 
musha>rakah, sedangkan maksimal 10 tahun untuk muraba>h}ah; 
d. Harga jual kepada nasabah adalah harga beli ditambah dengan margin 
(mura>bah}ah); 
e. Nilai guna agunan 125% dari plafond pembiayaan untuk akad 
musha>rakah. 
6. Persyaratan Pembiayaan 
Syarat-syarat pengajuan pembiayaan di Bank Syariah Bukopin KC 
Sidoarjo dengan cara mengisi formulir yang dilengkapi dengan beberapa 
dokumen diantaranya yaitu: 
a. Fotokopi identitas diri (kecuali badan usaha); 
b. Fotokopi identitas pengurus (untuk badan usaha); 
c. Fotokopi surat nikah (kecuali badan usaha); 
d. Fotokopi Kartu Keluarga (kecuali badan usaha); 
e. Surat ijin praktek/SK Profesi (untuk tenaga professional); 
f. Salinan rekening koran/tabungan tiga bulan terakhir; 
g. Memiliki rekening di Bank Syariah Bukopin (kecuali badan usaha); 



































h. Slip gaji asli bulan terkahir (untuk umum dan karyawan); 
i. Salinan rekening PLN/PAM/Tlp (kecuali badan usaha); 
j. Surat keterangan Perusahaan atau fotokopi SK Pengangkatan 
Pegawai (untuk karyawan); 
k. NPWP atau SPT PPh 21; 
l. Laporan neraca, laba atau rugi (untuk umum, wiraswasta dan badan 
usaha); 
m. Akta pendirian perusahaan (untuk wiraswasta dan badan usaha); 
n. Fotokopi SIUP dan TDP (untuk wiraswasta); 
o. Legalitas usaha (untuk badan usaha); 
p. Data obyek pembiayaan (untuk badan usaha); 
q. Surat persetujuan pemotongan gaji (untuk karyawan). 
 
B. Proses Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) di Bank Syariah Bukopin KC 
Sidoarjo 
 
Proses AYDA yang diterapkan di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo 
merupakan salah satu penyelamatan pembiayaan. Pada praktiknya Bank 
Syariah Bukopin KC Sidoarjo menjalankan ketentuan ini sesuai dengan 
Peraturan Bank Indonesia dan juga dengan memberlakukan hukum positif. 
AYDA berawal dari pembiayaan dengan akad yang digunakan yaitu 
mura>bah}ah dan musha>rakah.  
Dalam pengajuan pembiayaan, bank melakukan kontrak perjanjian 
dengan ketentuan tambahan yang berlaku pada Pasal 1320 KUHPerdata. 



































Sesuai Pasal 1320 KUHPerdata terdapat empat syarat yang harus dipenuhi 
yaitu: 
1. Adanya kesepakatan kehendak, yaitu antara pihak nasabah dan pihak 
bank memiliki kesesuaian tentang hal-hal yang diatur dalam kontrak 
tersebut. Tentunya dalam keepakatan kehendak tersebut tanpa adanya 
paksaaan dari pihak manapun, tanpa ada penipuan, dan tidak dalam 
keadaan khilaf dalam melakukan kontrak perjanjian. 
2. Cakap menurut hukum, cakap dalam hal ini yang dimaksud adalah sudah 
dewasa dan tidak dalam keadaan dibawah pengampuan. 
3. Ada perihal tertentu yang hendak dicapai, didalam kontrak perjanjian 
antara pihak bank dan nasabah memuat tujuan tertentu yang jelas dan 
dibenarkan oleh hukum (bukan hal yang dilarang oleh hukum). 
4. Kontrak dibuat secara legal, kontrak perjanjian dibuat dengan alasan yang 
berlaku tidak bertentangan dengan hukum. 
Selain hal-hal yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dalam 
perjanjian juga harus sesuai dengan Pasal 1338 dan 1365 KUHPerdata. Kedua 
pasal tersebut sebagai dasar perjanjian yang memperkuat dari Pasal 1320 
KUHPerdata sebagai acuan dalam memberlakukan pembiayaan di Bank 
Syariah Bukopin KC Sidorjo. 
Sehingga kesimpulannya dalam kontrak perjanjian Bank Syariah 
Bukopin KC Sidoarjo bentuk formalnya terdapat pada Pasal 1320, 1338, dan 



































1365 KUHPerdata akan tetapi isi, materi dan substansinya didasarkan atas 
ketentuan syariah.4 
Farchan Fuadi mengajukan pembiayaan sebesar Rp 400.000.000,- 
(empat ratus juta rupiah) dengan peruntukan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta 
rupiah) untuk pembiayaan rumah, Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 
untuk take over Bank BRI, serta tambahan modal usaha sebesar Rp 
150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah). Farcahan Fuadi merupakan 
wiraswasta produksi tas, sandal, aksesoris, dll. (UD Girlie Fashion). Usaha 
tersebut dijalankan sekitar delapan belas tahun yang memproduksi sandal 
sebanyak kurang lebih 125 lusin tiap harinya. Sedangkan tas dan aksesoris 
diproduksi sesuai dengan pesanan. 
Pihak Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo merekomendasikan fasilitas 
mura>bah}ah dengan harga jual bank kepada debitur sebesar Rp 312.362.505,- 
(tiga ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu dua lima ratus lima rupiah) 
yaitu dari harga beli rumah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta) ditambah 
dengan margin maksimal sebesar Rp 112.362.505,- (serratus dua belas juta 
tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima rupiah). Jangka waktu 
pembiayaan adalah selama 72 bulan yang telah diikat dengan notarial. 
Fasilitas selanjutnya yang direkomendasikan oleh Bank Syariah 
Bukopin KC Sidoarjo adalah dengan akad musha>rakah penggunaan modal 
kerja dengan nisbah 7,50% (bank) : 92,50% (debitur). Jumlah plafond yang 
                                                          
4Muji (AO RPP), Wawancara, Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo, 25 April 2019. 



































diminta adalah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka 
waktu pembiayaan selama 36 bulan.  
Pada awal pembiayaan beserta pemenuhan angsuran berjalan lancar, 
hingga Farchan Fuadi mengajukan dua pembiayaan lagi sebesar Rp 
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan akad musha>rakah guna 
modal kerja dan Rp 140.000.000,- (serratus empat puluh juta rupiah) dengan 
akad mura>bah}ah guna modal kerja. Akan tetapi debitur telah wanprestasi 
dengan tidak memenuhi kewajibannya selama 22 bulan kepada Bank Syariah 
dengan jumlah outstanding pokok ditambah dengan tunggakan bahas sebesar 
Rp 550.005.226,- (lima ratus lima puluh juta lima ribu dua ratus dua puluh 
enam rupiah).5 
Nilai agunan atas nama Farchan Fuadi El Hakim berupa Tanah dan 
bangunan yang terletak di Jl. Manukan Mulyo IV H/2, RT.002 RW 4, Kel. 
Manukan Kulon, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, SHM No. 3903 
GS No. 16673 luas tanah 96 m² dengan nilai pasar sejumlah Rp 641.280.000,- 
(enam ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 
nilai likuidasi sebesar Rp 481.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu 
juta rupiah). Bank menggunakan nilai likuidasi dikarnekan ada biaya-biaya 
yang dipenuhi ketika terjadi wanprestasi.6 
Menurut pihak debitur atau Farchan Fuadi, hal ini terjadi karena usaha 
dan perdagangan sandal beliau mengalami penurunan ditambah dengan mobil 
                                                          
5Ibid. 
6Ibid. 



































telah menjadi jaminan bank lain serta rumah juga terjual untuk mrnutupi 
beban akibat kebakaran di kios pasar milik Farchan Fuadi. Farchan Fuadi juga 
menyadari bahwa pihak bank sudah melakukan penagihan secara berkala akan 
tetapi beliau tidak ada lagi biaya untuk menutup kekurangan angsuran di Bank 
Syariah Bukopin KC Sidoarjo.7 
Kemudian karena Farchan Fuadi wanprestasi dalam pembiayaan, maka 
dilakukan tahap penyelesaian untuk menyelesaikan masalah dalam 
pembiayaan tersebut. Bentuk penyelamatan pembiayaan dalam AYDA adalah 
dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Restructure atau restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan 
merupakan upaya yang dilakukan bank terhadap debitur yang memiliki 
potensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban. Kriteria 
debitur yang masuk dalam penggolongan restrukturisasi yaitu debitur 
yang mengalami kesulian pembayaran kewajiban pokok, debitur yang 
memiliki itikad baik, dan debitur yang memiliki prospek usaha yang baik 
sehingga mampu memenuhi kewajiban jika dilakukan restrukturisasi. 
2. Reschedule atau penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan. 
Penjadwalan kembali dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan 
dengan cara melakukan perubahan jangka waktu pelunasan dan atau 
pembayaran. 
3. Reconditioning atau penaatan kembali persyaratan pembiayaan. Langkah 
penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat 
                                                          
7Farchan Fuadi El Hakim (Debitur), Wawancara, Via Telepon, 30 Mei 2019. 



































pembiayaan atau dengan kata lain terdapat syarat baru dalam 
pembiayaan. 
Farchan Fuadi menyatakan bahwa beliau masih memiliki agunan berupa 
tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Manukan Mulyo IV Kecamatan 
Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur dengan luas 96 m². Menurut beliau 
seharusnya jaminan tersebut dapat menutup semua kekurangan angsuran 
pembiayaan beliau, akan tetapi pihak bank menyatakan bahwa masih terdapat 
kekurangan dan beliau merasa dirugikan.  
Tahapan penyelesaian AYDA yang dilakukan Bank Syariah Bukopin 
KC Sidoarjo dalah sebagai berikut: 
1. Unit kerja terkait melakukan koordinasi tentang pembiayaan yang 
termasuk dalam kategori macet dan meminta data-data terkait 
pembiayaan tersebut untuk diolah dan dianalisa oleh bagian legal. 
2. Dari hasil analisa bagian legal dilakukan penyelesaian dengan 
menjalankan lelang sesuai aturan dalam Hak Tanggungan. 
3. Apabila dalam proses lelang jaminan atau agunan berjalan lama 
sedangkan bank harus bisa mengatasi permasalahan pembiayaan yang 
macet dalam jangka waktu yang ditentukan, maka bank melakukan 
penyelesaian pembiayaan dengan kategori “macet” melalui 
pengambilalihan aset debitur (AYDA). 
4. Petugas bank akan menghubungi debitur yang mengalami pembiayaan 
dalam kategori “macet” untuk melakukan pertemuan guna mendiskusikan 
upaya pelunasan hutang melalui AYDA. 



































5. Dari hasil pertemuan antara nasabah dan debitur mendapat kesepakatan, 
maka bank akan melakukan pengikatan debitur dalam akta notaris. 
Penyerahan secara nota riil ini berupa sebagai berikut: 
a. Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
b. Akta pengosongan lahan  
c. Kuasa untuk menjual atau melepaskan hak para pihak 
6. Jika pengikatan debitur telah dilakukan oleh pihak bank (perorangan dari 
bank), bagian legal menghubungi balai lelang untuk mendaftarkan barang 
jaminan sebagai peserta lelang. 
7. Setelah jaminan terdaftar maka sesuai aturan yang berlaku, pihak balai 
lelang akan memberi pegumuman tentang rencana lelang tersebut. 
8. Setelah penjualan jaminan atau agunan telah dilakukan sehingga 
mendapatkan hasil penjualan, maka dari hasil penjualan tersebut akan 
diberitahukan kepada debitur jika ada kelebihan dari sisa penjualan. 
Kelebihan tersebut didapat dari hasil penjualan dikurangi dengan jumlah 
hutang debitur dan biaya-biaya yang wajib dilunasi oleh debitur. 
9. Setelah semua proses berjalan lancar, bagian legal mengadakan 
koordinasi bagian yang lain terkait dengan pembiayaan tersebut untuk 
membahas hasil penjualan dan pelunasan hutang debitur. 
Pada praktiknya pembiayaan macet yang sudah melewati tahap AYDA 
banyak yeng tidak selesai dalam satu tahun, sehingga bank mengalami banyak 
kerugian. Hingga saat ini terdapat beberapa permasalahan terkait pembiayaan 
macet yang belum selesai dan telah melewati tahap AYDA, padahal debitur 



































telah setuju dengan melakukan penyerahan agunan secara sukarela kepada 
bank. Oleh karena itu bila tidak terdapat penyelesaian, aset berupa agunan 
dimasukkan menjadi aset bank atau modal. Hal ini karena jangka waktu lebih 
dari satu tahun yang berdasarkan Peraturan Bank Indonesia harus ada solusi 
setelah AYDA.8 
 
                                                          
8Muji (AO RPP), Wawancara, Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo, 16 Mei 2019. 




































ANALISIS TERHADAP PRAKTIK AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH 
(AYDA) DI BANK SYARIAH BUKOPIN KC SIDOARJO 
A. Praktik Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) di Bank Syariah Bukopin KC 
Sidoarjo 
 
Dalam suatu bank terdapat dua fungsi utama yaitu penghimpunan dan 
penyaluran. Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo juga memiliki fungsi tersebut, 
terlebih dalam hal penyaluran. Akad yang sering digunakan dalam hal 
penyaluran antara lain mura>bah}ah  dan musha>rakah. Untuk menerapkan 
prinsip kehati-hatian maka bank memberikan syarat berupa jaminan atau 
agunan dalam pengajuan pembiayaan. Hal ini diperbolehkan karena sesuai 
dengan undang-undang maupun aturan hukum Islam. 
Dasar dari pembiayaan tidak luput dari prinsip perbankan yang disebut 
dengan 5C, yaitu: 
1. Character (watak). Character yaitu penilaian terhadap calon nasabah 
pembiayaan dengan kesimpulan jujur, beritikad baik, tidak menyulitkan 
bank dikemudian hari.  
2. Capacity (kapasitas atau kemampuan). Capacity yaitu penilaian 
kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya. 
3. Capital (modal). Capital yaitu penilaian terhadap posisi keuangan calon 
nasabah pembiayaan untuk mengetahui permodalan. 
4. Condition of Economy (kondisi ekonomi). Kondisi ekonomi yaitu 
penilaian kondisi pasar dalam negeri atau luar negeri, masa lalu atau yang



































akan datang untuk penentuan dalam hal prospek pemasaran hasil usaha 
dari calon nasabah pembiayaan. 
5. Collateral (jaminan). Yaitu penilaian atas agunan yang dimiliki calon 
nasabah untuk mengetahui kecukupan nilai agunan dengan pemberian 
pembiayaan. 
Lima hal tersebut yang menjadi dasar dari bagian legal di Bank Syariah 
Bukopin KC Sidoarjo untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. 
Salah satu yang paling utama adalah collateral atau jaminan untuk 
menghindari jika terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam 
pemenuhan kewajiban.1 
Tidak menutup kemungkinan dalam suatu pembiayaan terdapat 
permasalahan dalam pemenuhan angsuran pada bulannya. Salah satu solusi 
pembiayaan yang macet adalah Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo 
melakukan AYDA dengan jalan restrukturisasi pembiayaan atas persetujuan 
dengan debitur. Kemudian jika dari tahap restrukturisasi belum membuahkan 
hasil maka bank melakukan reschedul atau penjadawalan kembali pelunasan 
pembiayaan. Jika dari tahap restrukturisasi dan reschedule belum 
membuahkan hasil maka bank melakukan reconditioning atau penataan 
kembali persyaratan pembiayaan. 
Tujuan dari dilakukannya AYDA antara lain supaya menekan jumlah 
pembiayaan yang macet karena dengan prosesnya yang panjang diharapkan 
nasabah memiliki sifat jera. Selain itu, supaya mempermudah dan 
                                                          
1Fahmi (Legal), Wawancara, Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo, 25 Mei 2019. 



































mempercepat proses penyelamatan pembiayaan dan untuk mengantisipasi 
segala hal yang mungkin muncul jika penyelamatan pembiayaan tidak segera 
dilakukan. 
Praktik yang dilakukan Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo pada 
pembiayaan mura>bah}ah dan musha>rakah berubah menjadi akad utang piutang 
jika melalui tahapan AYDA. Berawal dari pembiayaan yang disertai rahn 
untuk prinsip kehati-hatian, akan tetapi pada praktiknya bank menerapkan 
dengan akad utang piutang bukan lagi pembiayaan. Oleh karena itu jika 
menggunakan akad musha>rakah seharusnya untung dan rugi ditanggung kedua 
belah pihak, akan tetapi praktiknya pembiayaan di Bank Syariah Bukopin KC 
Sidoarjo ketika mengalami macet dialihkan menjadi utang piutang dengan 
jaminan sehingga terkesan pihak debitur dirugikan. 
Dilihat dari proses AYDA yang dilakukan Bank Syariah Bukopin KC 
Sidoarjo ialah praktik penyertaan jaminan dalam pembiayaan, dari 
pembiayaan yang bermasalah akan diselamatkan dengan salah satu cara yang 
disebut AYDA, namun AYDA merupakan suatu hal yang dihindari oleh bank 
karena dalam praktiknya tidak sesuai dengan tujuan untuk mempermudah dan 
mempercepat proses penyelamatan pembiayaan.  
Pada sub bab berikutnya penulis akan membahas mengenai praktik 
Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dengan dianalisis menggunakan hukum 
Islam serta UU No. 21 Tahun 2008. 
 



































B. Analisis Hukum Islam dan UU No. 21 Tahun 2008 Terhadap Agunan Yang 
Diambil Alih (AYDA) 
 
1. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Agunan Yang Diambil Alih 
(AYDA) di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo 
Dalam Hukum Islam dikenal istilah Rahn untuk mengartikan 
jaminan. Praktik rahn di perbankan syariah bukan hanya gadai, akan 
tetapi dapat juga menjadi produk pelengkap seperti dalam akad 
mura>bah}ah. Pada prinsipnya dalam pembiayaan yang disertai rahn 
diterapkan di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo adalah dengan prinsip 
kepercayaan dan tanggung jawab, namun suatu ketika jaminan diperlukan 
untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pembiayaan 
bermasalah untuk menghindari kerugian. Sesuai dengan firman Allah 
sebagi berikut: 
ََي ََمأَاْو ُنْوَُتَََوََلْوُسَّرلاََو َََّللَّاَاْو ُنْوَُتَ ََلاَاْو ُنََمأََنْيِذَّلاَاَهُّ ي َنََنْوُمَلْع َتَْمُت َْنأََوَْمُكِت 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah 
dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu menghianati 
amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 
mengetahui.”2 
 
Ayat tersebut menyatakan bahwa larangan menghianat amanah 
yang sudah kita ketahui. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah 
Bukopin KC Sidoarjo kepada nasabah merupakan amanah, jaminan yang 
diserahkan kepada Bank Syariah Bukopin juga merupakan amanah yang 
harus dijaga.  
                                                          
2Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2007), 134. 



































Adanya jaminan yang mengikat pembiayaan yang diterapkan Bank 
Syariah Bukopin KC Sidoarjo adalah untuk menerapkan prinsip kehati-
hatian dengan menggunakan akad mura>bah}ah dan musha>rakah. Seperti 
dalam kaidah fiqh yang menyebutkan bahwa: 
ََدََْرُءََْلاََمََفَِساَُدََُمََقََّدََعَمََلََجَىَْلَِبََْلاََمََصَِلاَِح 
“Menolak kemadharatan lebih diutamakan daripada meraih 
kemashlahatan.”3 
 
Sesuai dengan kaidah diatas bahwa untuk menghindari dan menolak 
kemadharatan maka Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo memberikan 
syarat lanjutan dalam pembiayaan yaitu berupa penyertaan jaminan.  
Didalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Pembiayaan Mura>bah}ah menyebutkan bahwa bank boleh meminta 
nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Aturan 
tersebut hampir sama dengan aturan didalam fatwa DSN MUI No. 
08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musha>rakah yang 
menyebutkan bahwa jaminan boleh untuk menghindari penyimpangan 
yang dilakukan nasabah, dalam hal kerugian dibagi secara proporsional 
menurut saham masing-masing modal dan dalam hal keuntungan sesuai 
dengan kesepakatan dalam akad.  
Menurut penulis Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo dalam 
menjalankan pembiayaan dengan akad mura>bah}ah dan musha>rakah sudah 
sesuai dengan akad. Akan tetapi jika ditinjau dengan fatwa DSN MUI No. 
                                                          
3A. Ghozali Ihsan, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), 
130. 



































92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai Rahn Bank 
Syariah Bukopin KC Sidoarjo belum sesuai, karena bank menyatakan 
dengan menggunakan akad pembiayaan didalam perjajian sedangkan 
ketika mengalami macet akad berubah menjadi utang piutang atau qard}. 
Ketentuan yang mengatur pun juga berubah menjadi ketentuan yang 
berlaku pada akad qard}.  
Selain itu menurut penulis, nasabah yang jaminannya diambil alih 
oleh Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo tersebut terindikasi melakukan 
yang disebutkan dalam fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014. 
Fatwa tersebut mengatur tentang pembiayaan yang disertai rahn, 
menyatakan bahwa seseorang yang merupakan moral hazard diantaranya 
yaitu melakukan sesuatu yang tidak semestinya dilakukan (ta’addi atau 
ifra>t}), tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan (taqs}ir atau 
tafrit}), dan melanggar ketentuan-ketentuan (yang bertentangan dengan 
syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad. Maka dapat 
disimpulkan bahwa Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo dalam 
menjalankan praktik Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) belum sesuai 
dengan aturan yang berlaku, karena seharusnya untung dan rugi 
ditanggung kedua belah pihak kan tetapi pada praktiknya pembiayaan di 
bank ketika mengalami macet dialihkan menjadi utang piutang yang 
disertai dengan jaminan. 
 
 



































2. Analisis UU No. 21 Tahun 2008 terhadap Praktik Agunan Yang Diambil 
Alih (AYDA) di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo 
Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) merupakan salah satu cara 
penyelesaian yang dapat dilakukan oleh bank ketika terjadi pembiayaan 
yang dalam kategori macet. Perlu diketahui kualitas pembiayaan terbagi 
menjadi lima kategori, yaitu: 
a. Pembiayaan Lancar, debitur melakukan pembayaran angsuran sesuai 
dengan akad; 
b. Pembiayaan Dalam Perhatian Khusus, debitur mulai memiliki 
tunggakan, akan tetapi masih dalam kategori lancar; 
c. Pembiayaan Kurang Lancar, debitur mengalami penunggakan dalam 
pembayaran angsuran; 
d. Pembiayaan Yang Diragukan, debitur melakukan penunggakan 
selama 180-270 hari; 
e. Pembiayaan Macet, debitur melakukan penunggakan selama lebih 
dari 270 hari. 
Jangka waktu penyelesaian AYDA tidak tertera dalam Peraturan 
Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva 
Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip 
Syariah yang menyatakan bank wajib melakukan upaya penyeleseaian 
terhadap AYDA yang dimiliki. Disisi lain, dalam Undang-Undang No. 21 
Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tidak menyebutkan secara jelasa 



































akan tetapi menyebutkan bahwa agunan yang telah diambil alih harus 
dicairkan kembali dalam jangka waktu satu tahun. 
Pada praktiknya, ketika pembiayaan telah macet dan tergolong 
dalam tahap AYDA dapat diselesaikan dengan jangka waktu yang cukup 
lama. Dikatakan lama karena AYDA menyangkut dengan pemindahan 
agunan dari milik debitur menjadi aset bank, sedangkan ketika menjadi 
aset bank harus dilakukan penjualan kembali untuk menutup beban 
pembiayaan yang belum diselesaikan oleh debitur.  
Selain memakan waktu yang cukup lama dalam proses 
pengambilalihan ini baik pihak debitur ataupun bank juga memakan biaya 
yang cukup besar. Biaya yang cukup besar tersebut antara lain yaitu 
meliputi biaya pajak jual beli agunan, biaya akta jual beli dan biaya balik 
nama dalam sertifikat apabila agunan berupa tanah dan bangunan. 
Dari penjelasan salah satu account officer Bank Syariah Bukopin 
KC Sidoarjo terdapat nasabah yang menjadi peserta dari AYDA 
menyatakan bahwa dalam proses tersebut pihaknya dirugikan, karena 
jumlah dari penjualan agunan terdapat kelebihan yang seharusnya 
dikembalikan padanya. Akan tetapi pihak bank menolak adanya anggapan 
tersebut, bahwa sesungguhnya biaya membengkak dari proses pengalihan 
agunan milik nasabah (debitur) menjadi milik pihak bank. Setelah agunan 
telah menjadi milik bank, bank harus melakukan penjualan agunan guna 
maenutup biaya yang belum diselesaikan oleh debitur. Oleh karena itu 
pihak bank seolah mengambil keuntungan dari proses AYDA, namun 



































faktanya terdapat biaya tambahan yang menjadi pengurangan terhadap 
kelebihan dari penjualan agunan tersebut. 
Menurut penulis praktik AYDA yang dilakukan oleh Bank Syariah 
Bukopin KC Sidoarjo sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, akan 
tetapi dalam hal praktiknya masih berpayung hukum pada hukum positif 
karena belum ada peraturan syariah yang membahas teknis pelaksanaan 
AYDA demi keamanan perbankan maupun nasabah. 
Selain itu, perlu adanya penekanan kepada bank bahwa AYDA 
merupakan salah satu alternatif untuk menyelamatkan pembiayaan yang 
memiliki manfaat bagi semua pihak terkait. Untuk menjadikan AYDA 
memiliki manfaat bagi semua pihak perlu adanya observasi menyeluruh 
terhadap agunan yang akan diambil alih sebelum memasuki proses lelang. 
3. Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik 
Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) di Bank Syariah Bukopin KC 
Sidoarjo 
Hukum Islam terkait pembiayaan yang disertai rahn telah jelas 
diatur dalam Fatwa MUI yang telah dipaparkan di atas. Bank Syariah 
Bukopin KC Sidoarjo dianggap kurang sesuai dalam menjalankan praktik 
AYDA, karena pada awal perjanjian menyebutkan menggunakan akad 
pembiayaan (mura>bah}ah dan mush>arakah) namun pada akhirnya akad 
berubah menjadi utang piutang. Dalam hal jaminan, hukum Islam yang 
digunakan dalam praktik ini menggunakan teori rahn, yang telah dibahas 
juga di atas. 



































Jika dilihat dari hukum positif yaitu dalam hal gadai yang tertuang 
dalam Pasal 1150-1154 KUH Perdata bank telah sesuai, terkhusus dalam 
Pasal 1154 KUH Perdata yang menyatakan: 
“(1) Apabila pihak berutang atau pemberi gadai tidak memenuhi 
kewajiban-kewajibannya, maka tidak diperkenankanlah pihak yang 
berpiutang memiliki barang yang digadaiakan. 
“(2) segala janji yang berkenaan batal.” 
 
Dari perumusan ketentuan di atas dapat diketahui jika para pihak 
dilarang atau tidak diperkenankan untuk memperjanjikan klausul milik 
beding (sebuah janji bahwa debitur gagal melunasi hutangnya, maka 
agunan debitur menjadi milik kreditur sekalipun harga agunan jauh 
melampaui nilai hutang piutang) dalam perjanjian gadainya. Apabila hal 
ini sampai terjadi di mana pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-
kewajibannya atau wanprestasi, maka segala hal yang disyaratkan dalam 
perjanjian gadai tersebut batal demi hukum.  
Ketentuan terkait larangan kalusul milik beding ini adalah untuk 
melindungi kreditur dan debitur, terutama bila nilai benda gadai melebihi 
besarnya utang yang dijamin sehingga sisa pembayaran dari hasil 
penjualan barang gadai dapat dikembalikan atau diserahkan kepada 
debitur. Logika larangan tersebut dikarenakan barang yang diserahkan 
kreditur sebagai jaminan pelunasan utang bukan untuk dimiliki atau 
dialihkan haknya. Pelunasan utang debitur dapat diselesaiakan dengan 
melelang barang gadai. 
Aturan terkait jaminan atau agunan, yang selanjutnya dilakukan 
AYDA untuk penyelamatan pembiayaan macet oleh Bank Syariah 



































Bukopin KC Sidoarjo sudah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah serta didukung dengan PBI No. 8/21/2006 
telah sesuai. Dapat disimpulkan bahwa hukum Islam dan hukum positif 
jika dibandingkan dalam hal jaminan atau agunan yang kemudian diambil 
alih (AYDA) memiliki kesamaan dalam aturannya. Perbedaannya adalah 











































Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis tentang praktik Agunan 
Yang Diambil Alih (AYDA) di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo, maka 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pelaksanaan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) di Bank Syariah 
Bukopin KC Sidoarjo dilakukan dengan praktik penyertaan jaminan 
dalam pembiayaan. Dari pembiayaan yang bermasalah akan diselamatkan 
dengan cara agunan milik nasabah (debitur) yang mengalami pembiayaan 
macet dialihkan menjadi aset bank. Setelah itu, dilakukan penjualan 
agunan melalui lelang atau penjualan secara nota riil. Dari proses 
penjualan agunan tersebut didapatkan biaya untuk menutup kekurangan 
dalam pembiayaan yang macet. 
2. Pelaksanaan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) di Bank Syariah 
Bukopin KC Sidoarjo belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam 
praktiknya akad yang digunakan pada awal kontrak adalah pembiayaan 
yang disertai jaminan, akan tetapi di akhir kontrak ketika pembiayaan 
mengalami macet akad berubah menjadi utang piutang yang disertai 
dengan jaminan. Adapun terkait praktik AYDA tidak diatur secara rinci 
di dalam UU No. 21 Tahun 2008, namun terkait praktik jaminan yang



































telah dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo sesuai dengan 
pasal 40 pada UU tersebut. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tentang praktik Agunan Yang Diambil Alih 
(AYDA) di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo, maka penulis memberikan 
saran sebagai berikut: 
1. Hendaknya pihak Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo memberikan 
penjelasan terkait proses AYDA kepada nasabah sehingga tidak ada 
kesalahpahaman dalam praktik tersebut. Bank juga perlu melakukan 
observasi menyeluruh terhadap obyek jaminan atau agunan yang akan 
diambil alih supaya tidak terjadi kerugian. 
2. Hendaknya pemerintah membuat peraturan terkait teknis pelaksanaan 
AYDA demi keamanan perbankan terutama nasabah dan juga 
pengawasan pihak terkait sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik 
ketika proses pengalihan agunan maupun penjualan agunan. 
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